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Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah. 

ABSTRAK :  Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, penilaian pencapaian kinerja yang tepat 

sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Mahakam Ulu dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. pimpinan Instansi 

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah di instansinya masing-masing. 

 Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.2 

Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU No.6  Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; 

PermenPANRB No. 88 Tahun 2021.  

 Tentang pedoman evaluasi akuntabilitas Kinerija Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi 

AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan 

pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna 

peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah 

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah.  

Catatan :  Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2026. 

 

 


